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PONTIANAK, TRIBUN -
Gubernur Kalimantan Ba-
rat Sutarmidji meminta
kepada seluruh organisasi
perangkat daerah (OPD) di
lingkungan Pemprov Kalbar
agar tidak ragu berkonsul-
tasi dengan kejaksaaan se-
bagai jaksa pengacara ne-
gara, dalam menjalankan
aturan pemerintahan.
Pesan ini disampaikan
Sutarmidji saat penandata-
nganan MoU antara Kejak-
saan Tinggi Kalbar dengan
Pemprov Kalbar, di Balai Pe-
titih, Kantor Gubernur Kali-
mantan Barat, Senin (4/4).
Midji mengatakan seha-
rusnya pemda memang be-
kerja sama dengan kejaksa-
an karena jaksa punya fung-
si sebagai pengacara negara
untuk menyeélesaikan ber-

alkan

i

Saya sarankan kepada seluruh OPD, kalau
tafsir dari aturan itu saudara ada kekhawa-
tiran maka silakan berkonsultasi dengan
kejaksaan sebagai pengacara negara

Sutarmidji
Gubernur Kalbar

bagai permasalahan perdata
dan tata usaha negara.
Dengan MoU itu Midji
akan meminta kepada in-
spektorat untuk berkompila-
si bersama kejaksaan. Midji
menilai dengan MoU dengan
Kejaksaan ini dapat mem-
bantu memaksimalkan pen-

JaksaBerperan Maksinialkan PAD

dilakukan secara maksimal,
dan saya minta serius,” je-
las Midji.

Pada kesempatan ini,
Midji juga berterima kasih
kepada Kejaksaan Ting-
gi yang sudah membantu
menertibkan aset pemda
di kawasan Gelora Khatu-
listiwa. “Mudah-mudahan
ke depan kawasan tersebut
dapat difungsikan maksi-
mal untuk olah raga,” tu-

_ tur Midji,
_Midji mengatakan seha-

rusnya pemda memang be-
kerja sama dengan Kejak-
saan yang mana memiliki
fungsi jaksa sebagai peng-
acara negara untuk menye-
lesaikan berbagai permasa-
lahan perdata dan tata usa-
ha negara.

Kepala Kejaksaan Tinggi
Kalbar Dr Masyhudi me-
nyampaikan, penandata-
nganan Nota Kesepakatan
antara pihak Pemprov Kal-
bar dengan Kejaksaan Ting:
gi Kalimantan Barat ini ter-

dapatan asli daerah (PAD).

“Ada potensi dan kewa-
jiban dari pihak ketiga yang
tidak dilaksanakan, bahkan
mungkin juga karena dari
keteledoran dan ketidakpa
haman kita dalam meng
implementasikan aturan,”
ujarnya.

kait bidang perdata dan tata
usaha hegara.

Di mana hal tersebut di-
maksudkan untuk melak-
sanakan sebagian tugas
dan wewenang kejaksaan
sebagai aparat penegak
hukum yang tidak saja
berperan melaksanakan
kegiatan penuntutan di
pengadilan.

Namun berdasarkan UU
Nomor 16 Tahun 2004 ten-
tang Kejaksaan RI, seba-
gaimana telah diubah de-

Jaksa Berperan

Maksim

B Pemprov-Kejati Tandatangani MoU

PAD

pengan MoU ini, Midji
juga menilai dapat mence:
gah tidak pidana Korupsi
dari berbagai OPD. Oleh se-
bab itu ia berpesan kepada
seluruh kepala OPD untuk
tidak ragu berkonsultasi de-
ngan Jaksa Pengacara Ne-
gara.

“Saya sarankan kepada
seluruh OPD, kalau tafsir
dari aturan itu saudara ada
kekhawatiran maka silakan
berkonsultasi dengan kejak-
saan sebagai pengacara ne-
gara. Jangan sampai lang-
kah yang saudara lakukan
Justru melanggar aturan,
dan ini yang saya harap bisa

Sambungan Hal.9

ngan UU Nomor 11 Tahun
2021, Kejaksaan di bidang
Perdata dan Tata Usaha
Negara, dapat bertindak
sebagai Jaksa Pengacara
Negara (JPN).

“Yang diharapkan da-
pat memberikan manfa-
at secara optimal kepada
negara dan instansi pe-
merintah pusat maupun
daerah seperti permerin-
tah provinsi serta kepada
masyarakat pada umum-
nya,” tuturnya. (fer)

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan TU Kepala Perwakilan
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